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Abstrak
 

Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum,

maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini

merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya;

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan

pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan, kontrol yudisial terhadap

kekuasaan pemerintahan merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah yang

menimbulkan akibat hukum. Kontrol yudisial yang dapat dilakukan oleh badan peradilan (judicial control)

terhadap kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada kontrol segi hukum, yang

salah satu cirinya adalah dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol. Kontrol yudisial terhadap

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan menurut UUD dapat dilakukan baik terhadap tindakan

Presiden yang dianggap telah melanggar Pasal 7A joncto Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945, maupun terhadap tindakan hukum Presiden dalam mengeluarkan produk hukum peraturan perundang-

undangan.

<hr><i>This thesis will outline the judicial control of the executive power either generally, or control the

power of the President as the holder of the power of government. This research is a kind of normative legal

research, using several approaches including; statute approach, hystorical approach and comparative

approach. The results showed that the judicial control of governmental power is a valid judgment about

whether or not a government action that lead to legal consequences. Judicial control can be done by the

judiciary against the power of government is in principle only focuses on legal control, which one character

is carried out after the deed is controlled. Judicial control of the administration of President by the

Constitution as the organizers can do well against the president's actions are deemed to have violated Article

7A joncto Article 7B Constitution of Indonesian 1945, as well as legal action against the President in issuing

a legal product legislation.</i>
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